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ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan Pasal 66A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diatur oleh 
Gubernur untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan 
persetujuan Menteri Keuangan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 
Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah 
dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 10 Tahun 2010 
(LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 
Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.81, TLN No.5233), Permenkeu RI 84/PMK.07/2008 
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 20/PMK.07/2009, Permenkeu RI 
126/PMK.07/2010, Permenkeu RI 33/PMK.07/2011 sebagaimana telah diubah 
dengan Permenkeu RI 96/PMK.07/2011. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 
2011 ditetapkan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau 
Tahun Anggaran 2011. Alokasi definitif DBH CHT adalah sebesar 
Rp1.374.984.845.799,00. Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2011 Triwulan IV 
adalah sebesar selisih antara alokasi definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dengan 
jumlah DBH CHT Tahun Anggaran 2011 yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai 
dengan Triwulan III sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 33/PMK.07/2011. Dalam hal DBH CHT Tahun Anggaran 2011 yang telah 
disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan/atau tahun anggaran 
sebelumnya belum seluruhnya direalisasikan oleh daerah penerima, maka atas sisa 
DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran sebelumnya tersebut 
dianggarkan kembali oleh daerah penerima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan DBH CHT 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2011. 

  - Lampiran halaman 1. 

 

 

  


